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LAMPIRAN XI 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR  22  TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALANG TAHUN 

ANGGARAN 2017 

 

ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH 

 

A. PEJABAT PENGELOLAAN BARANG DAERAH  

1. Bupati  adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, 

yang berwenang dan bertanggung jawab:  

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan 

barang milik daerah; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik 

daerah; 

e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 

barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; 

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah 

dan/atau bangunan; dan 

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk 

kerjasama penyediaan infrastruktur. 

2. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah yang berwenang 

dan  bertanggung jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang  milik daerah; 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; 

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang        

milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; 

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah; 
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e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang      

milik daerah; dan 

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang 

milik daerah. 

3. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik      

daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang mempunyai wewenang 

dan tanggungjawab: 

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada 

Pengelola Barang; 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan 

dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

barang milik daerah kepada Pengelola Barang; 

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas pengajuan 

usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Bupati; 

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk 

mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang  milik daerah;  

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas 

pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah 

disetujui oleh Bupati atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi barang milik daerah; 

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati 

melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada 

pada Pengelola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian 

atas pengelolaan barang milik daerah; dan 

j. menyusun laporan barang milik daerah. 

4. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik 

Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang  milik 

daerah bagi SKPD yang dipimpinnya; 

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang  yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
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c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang  milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya; 

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan  DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  

bangunan; 

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan 

fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak 

lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; 

dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna semesteran 

dan laporan barang  pengguna tahunan yang berada dalam 

penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

B. PERENCANAAN  KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

1. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan 

memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja 

perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang 

ada. 

2. Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, 

pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan 

Barang Milik Daerah. 

3. Perencanaan merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat 

daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru 

(new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana 

kerja dan anggaran. 

4. Perencanaan  kecuali untuk Penghapusan, berpedoman pada:  

a. standar barang; 

b. standar kebutuhan; dan/atau 

c. standar harga. 

5. Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang 

diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor 

yang dipimpinnya. 

6. Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang 

Milik Daerah kepada Pengelola Barang. 
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7. Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan 

Barang Milik Daerah bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan 

data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan 

menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah. 

C. PENGGUNAAN 

1. Status Penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati. 

2.  Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap Barang Milik 

Daerah berupa barang persediaan; konstruksi dalam pengerjaan; atau 

barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; 

Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

3. Bupati dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas 

Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi 

tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah. 

4. Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan 

tata cara sebagai berikut:  

a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang 

diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul 

Penggunaan; dan  

b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang dan 

mengajukan usul Penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan 

status penggunaannya. 

5.  Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya  untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, guna 

dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan  

umum sesuai tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang 

bersangkutan. 

6. Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada 

Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang 

lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status 

Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan Bupati. 

7. Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari 

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Bupati. 

8. Pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah dapat pula  

dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan terlebih dahulu 

memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang. 

D. PEMANFAATAN 

1. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:  

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik 

Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; 
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b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk  

Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 

masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau 

bangunan. 

2.  Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa:  

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai;  

c. Kerja Sama Pemanfaatan; 

d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau 

e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. 

3.  Sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan terhadap:  

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 

sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang. 

4. Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 

5.  Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pihak lain 

dilaksanakan dalam rangka:  

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; 

dan/atau 

b. meningkatkan pendapatan daerah. 

6. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah 

dilaksanakan dengan pertimbangan:  

a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan 

umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan 

b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan 

fasilitas tersebut. 

7. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Daerah 

dilaksanakan terhadap:  

a. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada 

Pengelola Barang/Pengguna Barang; 

b. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 

c. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

E. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

1. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang 

wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam 

penguasaannya. 

2. Pengamanan Barang Milik Daerah meliputi pengamanan administrasi, 

pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. 
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3. Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang 

bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang 

berada di bawah penguasaannya. 

F. PENILAIAN 

1. Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 

neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, 

kecuali dalam hal untuk:  

a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau 

b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah. 

2. Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca 

Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

3. Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam 

rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:  

a. Penilai Pemerintah; atau 

b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati. 

4.  Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan 

dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh 

tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang 

ditetapkan Bupati. 

G. PEMINDAH TANGANAN 

1. Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. 

2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dilakukan dengan cara: 

a. Penjualan;  

b. Tukar Menukar;  

c. Hibah; atau  

d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 

H. PEMUSNAHAN 

Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal:  

a. Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat 

dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau  

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

I. PENGHAPUSAN 

Penghapusan meliputi:  

a.  Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang 

Kuasa Pengguna; dan  

b.  Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 
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J. PENATAUSAHAAN 

1. Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan 

Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam 

Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

2. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan 

pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status 

penggunaannya berada pada Pengguna  Barang/Kuasa Pengguna 

Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa 

Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

3. Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Daerah berdasarkan 

himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola 

menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

4. Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

5. Dalam hal Barang Milik Daerah berupa persediaan dan konstruksi 

dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap 

tahun. 

6. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada 

Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya 

Inventarisasi. 

7. Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

8. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun 

neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

9. Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang 

Pengguna Semesteran dan Tahunan. 

10. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun 

neraca satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada 

Pengelola Barang. 

11. Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran 

dan Tahunan. 

12. Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna 

Semesteran dan Tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 

bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. 

13. Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk 

menyusun neraca Pemerintah Daerah. 
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K. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:  

a.  Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau  

b.  Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. 

L. GANTI RUGI DAN SANKSI 

1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau 

pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah      

diselesaikan melalui ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan 

sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 BUPATI MALANG, 
 

ttd. 
 

H. RENDRA KRESNA 


